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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Jl. Alun-Alun Utara Nomor 4 Madiun Telp. 451235

Email : www.bkd@madiunkab.go.id.

MADIUN 63121


KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN
NOMOR :  800/
/402.203/2012
TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN

	Menimbang

Mengingat  
	:

:
	a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan.
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan standar pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  dengan Keputusan  Kepala  Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.Pan/8/2004 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Apratur Negara Nomor : Per/20/M.Pan.04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Urusan  Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun.


MEMUTUSKAN
Menetapkan 

	PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT
	:

:

:
:


	Standar Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Jenis-jenis Standart Pelayanan Publik meliputi :

1. Tunjangan keluarga

2. Kartu pegawai

3. Kartu isteri / suami (karis / karsu)

4. Taspen

5. Laporan perkawinan

6. Ijin perceraian

7. Ijin cuti

8. Taperum-PNS
9. Kenaikan pangkat

10. Ijin dan tugas belajar

11. Ujian dinas

12. Penilaian angka kredit jabatan fungsional

13. Pengusulan PNS untuk menduduki jabatan fungsional

14. Daftar urut kepangkatan ( DUK)

15. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP-3)

 Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum pertama digunakan sebagai dasar bagi petugas / pemberi layanan dan penerima layanan bidang kepegawaian.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di M A D I U N

pada tanggal          Pebruari 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN MADIUN

SLAMET RIJADI, S.Sos,M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570305 197807 1 002
TEMBUSAN : 

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 
1. Sdr 
Ketua DPRD Kabupaten Madiun

2. Sdr. 
Inspektorat Kabupaten Madiun


3. Sdr. 
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun


4. Sdr. 
Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR 
:
800/             
/402.203/2012
TANGGAL
:
      Pebruari  2012
A. PENDAHULUAN

Kebijakan Otonomi Daerah yang dicanangkan pemerintah membawa konsekuensi logis terhadap kinerja aparatur pemerintah di setiap daerah. Peningkatan profesionalisme menjadi satu hal yang harus diwujudkan untuk terciptanya kualitas pelayanan yang optimal dengan parameter norma, efektifitas dan efisiensi. Profesionalisme yang ingin diwujudkan mutlak membutuhkan sistem yang baik dan kondusif serta aparat yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun sebagai unsur Perangkat Daerah yang menjalankan fungsinya di bidang penyelenggaraan manajemen kepegawaian harus menerapkan strategi peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil agar terwujud Pemerintah Daerah yang kokoh dan kuat, sehingga menghasilkan layanan yang efektif dan efisien.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Perumusan sasaran pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
3. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kepegawaian,  pendidikan  dan  pelatihan  pegawai;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dengan unit-unit kerja terkait,
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai;

7. Pengelolaan ketatausahaan;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang pengelolaan anggaran  dan pelaksanaan tugas Badan;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan;

10. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang kepegawaian;

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 55 Tahun 2011 terdiri dari : 
1. Kepala Badan;

2. Sekretaris;

3. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai;
4. Kepala Bidang Mutasi Pegawai;
5. Kepala Bidang Pembinaan, Data dan Pemberhentian.

Penjelasan 

1. Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan administrasi keuangan.
· Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a.
Melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;

b.
Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;

c.
Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;

d.
Melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
e.
Melaksanakan pemrosesan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil; dan

f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
· Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan;
b. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;

c. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan ;dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
· Sub Bagian Program dan Laporan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu;
b. Mengumpulkan, mengolah dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;
c. Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3. Bidang Pengembangan Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan sebagian  tugas Kepala Badan yang meliputi penyiapan dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan Pegawai;
· Sub Bidang Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Formasi dan Pengadaan;
b. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penempatan pegawai;

c. Menyusun formasi pegawai daerah;
d. Menyiapkan bahan penetapan formasi pegawai di daerah;
e. Mengusulkan formasi pegawai di daerah

f. Melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;

g. Melaksanakan seleksi calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
h. Melaksanakan pendaftaran dan pemberkasan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

i. Mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai;

j. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

k. Melaksanakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Formasi dan Pengadaan; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

· Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pendidikan dan Pelatihan;

b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan kebutuhan dan prgram pendidikan dan pelatihan di Kabuapten Madiun;

c. Melaksanakan orientasi tugas dan fasilitasi pendidikan dan latihan  pra jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
d. Melaksanakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis;

e. Merencanakan dan melaksanakan ujian dinas bagi pegawai di daerah;

f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan di daerah;

g. Melaksanakan usulan penetapan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan;

h. Melaksanakan pemrosesan administrasi kepegawaian mengenai tugas belajar dan izin belajar;

i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendidikan Pelatihan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi pelaksanaan mutasi pegawai baik mutasi dalam dan dari jabatan maupun mutasi kepangkatan, gaji berkala dan perpindahan pegawai dalam rangka pembinaan karier pegawai.
· Sub Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan perpindahan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Mutasi, Kepangkatan dan Perpindahan;

b. Menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

c. Menetapkan kenaikan  pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi golongan ruang I/b sampai dengan III/d;

d. Memproses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan IV/a sampai IV/e;

e. Memproses penetapan kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja dan penyesuaian ijazah;
f. Mengusulkan penetapan kenaikan pangkatanumerta dan pengabdian;

g. Menetapkan perpindahan pegawai;

h. Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pemindahan pegawai;

i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Mutasi, Kepangkatan dan Perpindahan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

· Sub Bidang Mutasi Jabatan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Mutasi Jabatan;

b. Menyusun bahan dalam penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai daerah dalam dan dari jabatan structural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah;
c. Menyusun bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah;
d. Menyusun usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat structural eselon II;

e. Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

f. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pemrosesan pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan structural maupun jabatan fungsional;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Mutasi Jabatan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pegawai, pendataan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian data pegawai, dan pemrosesan pemberhentian pegawai.

· Sub Bidang Data Pegawai, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Data;

b. Merencanakan dan pelaksanaan pendataan pegawai;

c. Menyiapkan bahan dan data pegawai untuk menentukan jumlah susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam formasi;

d. Melaksanakan pemutakhiran data pegawai;

e. Menyiapkan bahan dan data pegawai di setiap satuan kerja;

f. Menyajikan data pegawai;

g. Menyiapkan  bahan  informasi  pegawai  dan  menyusun  data statistik pegawai;

h. Merencanakan dan melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan dan DP3 pegawai;

i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Data; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
· Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian;

b. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan disiplin pegawai dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin;

c. Menyiapkan penyelenggaraan pengambilan sumpah janji pegawai;

d. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan menejemen pegawai;
e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
f. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kedudukan hukum pegawai;
g. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberian hak pensiun pegawai;
h. Melaksanakan kegiatan pemberhentian sementara pegawai untuk golongan III/d ke bawah;

i. Melaksanakan kegiatan pemberhentian pegawai golongan / ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai pegawai;
j. Melaksanakan kegiatan penanganan kasus perkawinan lebih satu dan perceraian pegawai;

k. Melaksanakan kegiatan usul pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun;

l. Menetapkan pemberhentian jabatan sementara bagi semua pegawai di daerah;

m. Merencanakan dan pemrosesan pemberian penghargaan dan tanda jasa;

n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Managemen Kepegawaian. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut maka Visi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun dalam masa depan dan tuntutan kerja secara internal dirumuskan sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA APARATUR YANG PROFESIONAL“

Penjelasan visi :

“Aparatur Yang Profesional “ dalam VlSI tersebut dimaksudkan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kemahiran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etik profesi, memiliki self control dan berorientasi pada mutu / kualitas kinerja dengan cara kerja yang efisien, efektif dan ekonomis, memiliki kepekaan yang tinggi (high responsibility) terhadap kepentingan masyarakat (publik interest) dan masalah-masalah masyarakat (publik affair) serta bertanggung jawab (accountability).

Guna mewujudkan VlSI yang telah ditetapkan maka Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang dicapai. Pernyataan MISI juga diharapkan mampu membawa Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan pada suatu fokus yang memberikan penjelasan tentang keberadaan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan kegiatan apa dan bagaimana yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun.
Dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaraskan dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan sumber daya organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun dalam rangka pelaksanaan Managemen Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

Ruang lingkup tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun yang terkait dengan pelayanan kepada publik meliputi :

1. Tunjangan keluarga
2. Kartu pegawai
3. Kartu isteri / suami (karis / karsu)
4. Taspen
5. Laporan perkawinan
6. Ijin perceraian
7. Ijin cuti
8. Taperum-PNS
9. Kenaikan pangkat
10. Ijin dan tugas belajar
11. Ujian dinas
12. Penilaian angka kredit jabatan fungsional
13. Pengusulan PNS untuk menduduki jabatan fungsional
14. Daftar urut kepangkatan ( DUK)
15. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP-3)
B. STANDART PELAYANAN

Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun sebagai instansi penyelenggara pelayanan di bidang kepegawaian menetapkan standar pelayanan sebagai berikut :
1. Tunjangan Keluarga 

	a. Dasar Hukum
	:
	Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAKN SE.I.38/DJA/1.0/7/80 dan 19/SE/1980 tentang perubahan batas usia anak PNS yang berhak menerima tunjangan keluarga



	b. Syarat Layanan
	:
	

	Tunjangan Isteri / Suami
	:
	1) Blangko Permohonan (disediakan di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) 

2) Legalisir Akta Nikah yang disahkan dari Kantor Urusan Agama 

3) Model C mengetahui Kepala Instansi 

4) Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir. Jika suami istri PNS, atau BUMN, BUMD, TNI, POLRI harus melampirkan SK terakhir suami-istri yang dilegalisir.
5) Surat keterangan bahwa Tunjangan ikut salah satu PNS (jika suami dan isteri dua-duanya PNS, BUMN, BUMD, TNI, POLRI) 

6) Untuk Pernikahan yang kedua dilampiri SK Perceraian, Jika Istri/suami pertama meninggal dilampiri surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan

7) Untuk Pengalihan Tunjangan dari suami ke istri harus dilampiri Surat Keterangan dari bendahara gaji instansi suami yang menerangkan bahwa Tunjangan Keluarga mengikuti Istri, demikian juga sebaliknya

8) Semua berkas dibuat rangkap 1(Satu) lembar



	Tunjangan Anak
	:
	1) Blangko Permohonan (disediakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) 

2) Legalisir Akta kelahiran yang disahkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3) Legalisir Akta Nikah yang disahkan dari Kantor Urusan Agama 

4) Model C mengetahui Kepala Instansi 

5) Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir

6) Surat Keterangan bahwa tunjangan ikut salah satu PNS (Jika Suami dan Isteri dua-duanya PNS BUMN, BUMD, TNI, POLRI) 

7) Semua berkas dibuat rangkap 1 (satu) lembar 
8) Untuk Pernikahan yang kedua dilampiri SK Perceraian, Jika Istri/suami pertama meninggal dilampiri surat kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan

9) Untuk Pengalihan Tunjangan dari suami ke istri harus dilampiri Surat Keterangan dari bendahara gaji instansi suami yang menerangkan bahwa Tunjangan Keluarga mengikuti Istri, demikian juga sebaliknya


	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya/gratis


	d. Penyelesaian
	:
	5 hari kerja (terhitung syarat lengkap)


	e. Hasil Layanan
	:
	Surat keterangan


	f. Prosedur
	:
	1) Pemohon mengajukan permohonan blangko tunjangan keluarga pada petugas di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan untuk diisi sesuai ketentuan. 

2) Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Surat Keterangan 

3) Penerbitan Surat Keterangan 


2. Kartu Pegawai / KARPEG : 
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Keputusan Kepala BAKN Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu PNS

2) Keputusan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 tentang Kartu PNS bagi PNS Daerah 

3) Keputusan Kepala BAKN Nomor 01/KEP/1994 tentang Penetapan Kartu PNS 



	b. Syarat Layanan
	:
	Pengurusan baru :

1) Foto Copy Surat keputusan CPNS yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar

2) Foto Copy Surat Keputusan PNS yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar 

3) Foto Copy Surat STTPL (Prajabatan) yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar 

4) Pas photo hitam putih (seragam khaki) ukuran 2 x 3 rangkap 4 (empat) lembar

Pengurusan kartu hilang :

1) Foto Copy Surat keputusan CPNS yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar

2) Foto Copy Surat Keputusan PNS yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar 

3) Foto Copy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar

4) Pas photo hitam putih (seragam khaki) ukuran 2 x 3 rangkap 4 (empat) lembar

5) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 1 minggu selanjutnya diproses di Kantor BKN Regional II



	e. Hasil Layanan
	:
	Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)



	f. Prosedur
	:
	1) Pemohon mengajukan kepada Petugas di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, sesuai pesyaratan dibuat rangkap 2 (dua)

2) Dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dibuatkan pengantar dan dikirimkan ke Kantor Regional II BKN 

3) Penerbitan KARPEG oleh Kanreg II BKN



3. Kartu Isteri / Suami (KARIS / KARSU) 
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 

3) Surat Edaran kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 

4) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 

5) Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1984 tentang Kartu Isteri / Kartu Suami PNS



	b. Syarat Layanan
	:
	1) Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir 

2) Foto Copy Surat Nikah yang telah dilegalisir Kantor Urusan Agama rangkap 2 (dua) lembar 

3) Mengisi blangko KARIS / KARSU (disediakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) 

4) Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm, untuk pihak yang mengajukan (PNS) rangkap 4 (empat) lembar sedangan untuk istri / suami rangkap 4 (empat) lembar



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	Di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 1 Minggu selanjutnya diproses di Kantor BKN Regional II



	e. Hasil Layanan
	:
	KARIS / KARSU


	f. Prosedur
	:
	1) Pemohon mengajukan kepada petugas di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai persyaratan dibuat rangkap 2 (dua). 

2) Dari Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dibuatkan pengantar dan dikirimkan ke Kantor Regional II BKN Regional II.
3) Penerbitan KARIS/KARSU oleh Kanreg II BKN 




4. TASPEN 
	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang asuransi sosial PNS



	b. Syarat Layanan
	:
	1. Foto Copy Surat keputusan CPNS yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar 

2. Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) khusus bagi pegawai yang pengangkatannya mulai Januari 2000

3. Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala / Pangkat terakhir telah dilegalisir rangkap 2 (dua) lembar 
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

5. Foto Copy Kartu Keluarga

6. Nomor telpon atau nomor handphone atas nama pegawai yang bersangkutan
7. Penerbitan Kartu Peserta TASPEN oleh TASPEN 



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	Di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 2 (dua) hari selanjutnya dikirim untuk diproses ke PT Taspen


	e. Hasil Layanan
	:
	Kartu Taspen


	f. Prosedur
	:
	1. Pemohon mengajukan kepada petugas di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai persyaratan dibuat rangkap 2 (dua)
2. Petugas membuatkan pengantar pengajuan TASPEN dan dikirimkan ke Kantor TASPEN
3. Penerbitan Kartu Peserta TASPEN oleh PT. TASPEN




5. LAPORAN PERKAWINAN 

	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS  



	b. Syarat Layanan
	:
	1) Blangko Permohonan (disediakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) 

2) Foto Copy Surat Nikah yang dilegalisir
3) Foto Copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir 

4) Semua berkas dibuat rangkap 1 (satu) lembar 



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	5 hari kerja



	e. Hasil Layanan
	:
	Surat Keterangan Perkawinan



	f. Prosedur
	:
	1) Pemohon mengajukan permohonan blangko ijin perkawinan pada petugas di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
2) Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Surat Keterangan.

3) Penerbitan Surat Keterangan 




6. IJIN PERCERAIAN 
	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perakawian dan Perceraian bagi PNS



	b. Syarat Layanan
	:
	1) Mengajukan Permohonan ke Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja (sesuai Format yang tersedia)  

2) Kedua belah pihak (suami-Istri) harus mendapat pembinaan minimal 3 (tiga) kali dari pimpinan Unit Kerja 

3) Melampirkan kelengkapan adminstrasi sebagai berikut :  

· Surat Keterangan Hasil Pembinaan

· Surat Keterangan dari BP-4

· Foto Copy Surat Nikah



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	1 minggu di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya dikirim ke Bupati untuk mendapatkan Keputusan



	e. Hasil Layanan
	:
	Surat Ijin Perceraian

	f. Prosedur
	:
	1) Pemohon mengajukan permohonan ke Bupati melalui SKPD

2) Diproses oleh petugas di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 
3) Disajikan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan 


7. IJIN CUTI
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS

2) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS

3) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS 

4) keputusan Bupati Madiun Nomor 149 Tahun 2001 tentang Nama Pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan Cuti PNS 



	b. Syarat Layanan
	:
	Permohonan ijin cuti dari Instansi   



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	3 hari di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya dikirim ke pejabat yang diberi pelimpahan tentang pemberian cuti sesuai klasifikasi



	e. Hasil Layanan
	:
	Surat Rekomendasi Cuti



	f. Prosedur
	:
	1) Instansi mengajukan permohonan ijin cuti pada Bupati lewat Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
2) Pejabat Eselon II dan III yang menduduki jabatan Kepala Unit Kerja penyelesaiannya pada BKD
3) Pejabat Struktural Eselon III dan IV pada lingkup sekretariat DPRD / Dinas / Badan / Kantor penyelesaian pada BKD
4) Pejabat Struktural eselon IV dan PNS lainnya pada lingkup Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Madiun

5) PNS Bukan pejabat struktural dan diluar lingkup Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan penyelesaiannya pada unit kerja masing-masing.




8. TAPERUM-PNS 
	a. Dasar Hukum
	:
	

	b. Syarat Layanan
	:
	1) Mengisi blangko yang telah disediakan

2) Fotocopy SK Tahun 1990 s/d pensiun

3) Fotocopy SKPP (Surat Keterangan Pemutusan Pembayaran)  

4) Fotocopy KARPEG

5) Fotocopy KTP Suami-Istri 

6) Fotocopy Kartu Keluarga 

7) Fotocopy Surat Kematian (bagi ahli waris)



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	2 hari kerja



	e. Hasil Layanan
	:
	Rekomendasi Pengembalian Taperum Hasil pelayanan diterima



	f. Prosedur
	:
	1) Pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan pada petugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
2) Petugas memintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang beserta stempel 

3) Rekomendasi pengembalian Taperum-PNS



9. KENAIKAN PANGKAT 

	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 



	b. Syarat Layanan
	:
	· Periode 1 April, pengajuan paling lambat 12 Desember

· Periode 1 Oktober, pengajuan paling lambat 14 Juni


	c. Biaya Layanan

	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	· Golongan III/d kebawah : 4 bulan 

· Golongan IV/a + IVb : 1 bulan di BKD selanjutnya berkas dikirim ke Kantor Gubernur untuk diproses 

· Golongan IVc dikirim ke Kantor Gubernur selanjutnya berkas untuk dikirim ke pusat untuk diproses Kenaikan Pangkat dengan Keputusan Presiden


	e. Hasil Layanan
	:
	Keputusan Kenaikan Pangkat


	f. Prosedur
	:
	Pengajuan ke instansi masing-masing kemudian diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun prosedur rinciannya sebagai berikut:

· PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkat melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan
· Dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan melalui instansi masing-masing.

· Penelitian berkas dan pengentry-an data ke program SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ) oleh petugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
· Berkas Golongan I – III dikirim ke BKN Regional II untuk mendapatkan pertimbangan kemudian diterbitkan keputusan oleh Bupati

· Berkas Golongan IV/a – IV/b dikirim ke gubernur. Dari Gubernur dikirim ke BKN Regional II untuk mendapatkan Nota Pertimbangan kemudian diterbitkan SK oleh Gubernur Jawa Timur.
· Berkas Golongan IV/c ke atas dikirim ke Kantor Gubernur lalu dikirim Sekneg dan BKN untuk mendapatkan Nota Persetujuan setelah itu dikirim kembali ke Sekneg untuk mendapatkan Keputusan Presiden.




10. Mutasi / Pindah
	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

· 

	b. Syarat Layanan
	: 
	Setiap saat


	c. Biaya Layanan
	: 
	Tanpa dipungut biaya / gratis

	
	
	

	d. Penyelesaian
	:
	1) Mutasi antar kabupaten / kota dalam satu propinsi Jawa Timur kewenangan ada di Gubernur / dengan keputusan Gubernur

2) Mutasi antar Propinsi dengan keputusan Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya



	e. Hasil Layanan
	:
	Keputusan mutasi


	f. Prosedur
	:
	1) Permohonan mutasi / pindah secara pribadi diajukan kepada Bapak Bupati Madiun melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

2) Kemudian dibuatkan pertimbangan ke

a. Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. ke SKPD yang di tuju

3) Apabila pertimbangan tersebut kedua SKPD menyetujui baru dibuatkan Telaahan staf, tetapi kalau salah satu SKPD menolak maka dibuatkan penolakan

4) dari Telaahan Staf kalau disetujui dibuatkan Surat Persetujuan yang ditujukan kepada Bapak Gubernur

5) dari Bapak Gubernur dibuatkan surat ke daerah tujuan

6) setelah ada jawaban dan setuju kalau dalam satu Propinsi dibuatkan Keputusan Gubernur. 
7) Kalau antar Propinsi dibuatkan surat kepada BKN Regional II baru diterbitkan keputusan mutasi
8) Setelah ada keputusan mutasi dari Gubernur / Kepala BKN Regional II baru dibuatkan keputusan Bupati Madiun
9) Dibuatkan penghadapan ke SKPD yang dituju
10) Gaji bisa dipindah sesuai rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( sesuai langkah ke-3 )



11. IJIN DAN TUGAS BELAJAR 
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Surat Edaran Departemen Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1990 Nomor 802/303/SP tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar 

2) Tugas Belajar:

· 

	b. Syarat ijin belajar
	:
	1) Pegawai Negeri Sipil

2) Pengajuan Permohonan Ijin Belajar yang bersangkutan yang diketahui oleh Pimpinan Satker 
3) Surat Keterangan lulus seleksi dari Universitas yang dituju

4) Foto Copy DP-3 dua tahun terakhir bernilai baik dilegalisir
5) Foto Copy SK terakhir dilegalisir 

6) Daftar Riwayat Pekerjaan
7) Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian Ijazah dan tidak mengganggu tugas kedinasan (bermaterai)
8) Menanggung sendiri biaya pendidikan



	c. Syarat Tugas Belajar
	
	1) Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian 

2) Telah lolos dalam mengikuti seleksi yang diketahui Kepala Satker
3) Surat Pernyataan sanggup kembali ke instansi asal setelah selesai mengikuti Tugas Belajar
4) Biaya ditanggung APBD bila memungkinkan, jika tidak memungkinkan biaya ditanggung yang bersangkutan
5) Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun
6) Pengajuan Permohonan Ijin Belajar yang bersangkutan yang diketahui oleh Pimpinan Satker 

7) Surat Keterangan lulus seleksi dari Universitas yang dituju

8) Foto Copy DP-3 dua tahun terakhir bernilai baik dilegalisir

9) Foto Copy SK terakhir dilegalisir 

10) Daftar Riwayat Pekerjaan


	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	7 hari kerja proses Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya diproses  Sekda untuk mendapat Keputusan


	e. Hasil Layanan
	:
	Surat Ijin Belajar 


	f. Prosedur
	:
	Mengajukan permohonan ijin belajar yang diketahui oleh pimpinan Satker yang disetujui oleh Pembina kepegawaian / pejabat Kepegawaian  




12. UJIAN DINAS
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 

2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tentang pelaksanaannya, tanggal 17 Juni 2002 BAB II Bagian ke tujuh pasal 30, 31, 32



	b. Syarat Layanan
	:
	1) Surat Tugas dari SKPD  

2) SK Pangkat Golongan II/d (minimal 2 tahun dari TMT)


	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	30 hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Dinas / sudah termasuk waktu ujian ulang peserta yang tidak lulus ujian pertama
  

	e. Hasil Layanan
	:
	Sertifikat Lulus Ujian Dinas


	f. Prosedur
	:
	Usulan Calon Peserta oleh pimpinan SKPD atas dasar surat pemberitahuan kegiatan Ujian Dinas   




13. PENGANGKATAN DAN KENAIKKAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009

4) Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun JAbatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

5) Sejumlah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya


	b. Syarat Layanan
	:
	1) Adanya formasi jabatan (pertimbangan tertulis dari SKPD)
2) Berstatus Pegawai Negeri Sipil
3) Memiliki pengalaman pada bidang jabatan fungsional yang dibutuhkan dan telah memenuhi sertifikasi teknis
4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi
5) Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan stingkat lebih tinggi
6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baikdalam 1 (satu) tahun berakhir
7) Adanya kemampuan keuangan daerah dalam memberikan tunjangan jabatan fungsional



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	3 hari diproses Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan untuk dikirim ke Bupati Madiun untuk mendapat persetujuan  



	e. Hasil Layanan
	:
	Keputusan Bupati Madiun


	f. Prosedur
	:
	Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 



14. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL
	a. Dasar Hukum
	:
	1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
3) Pearturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
5) Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabuapten/Kota

6) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 17 Juni 2002 Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002



	b. Syarat Layanan
	:
	1) Adanya Formasi Jabatan struktural
2) Berstatus Pegawai Negeri Sipil
3) Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan
4) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
5) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
6) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
7) Sehat jasmani dan rohani
8) Dan memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki


	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	1) 2 hari kerja proses di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

2) 3 hari diproses oleh BAPERJAKAT dan untuk dikirim ke Bupati Madiun untuk mendapat persetujuan
3) 3 hari diproses oleh Gubernur Jawa Timur khusus promosi ke Eselon II.B


	e. Hasil Layanan
	:
	Pelatikan dan Keputusan Bupati Madiun  



	f. Prosedur
	:
	Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



15. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 
	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil



	b. Syarat Layanan
	:
	Laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dari setiap Satuan Unit Kerja


	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	1 (satu) tahun



	e. Hasil Layanan
	:
	Buku Daftar Urut kepangkatan (DUK)



	f. Prosedur
	:
	1) Pengiriman DUK dari masing-masing Satker 

2) Entry data DUK 




16. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP-3) 
	a. Dasar Hukum
	:
	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil



	b. Syarat Layanan
	:
	1) Konsep penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk setiap Kepala Satuan Kerja Langsung dan Pejabat Penilai   

2) Konsep Penilaian DP-3 untuk Pejabat Eselon IV di Kecamatan usulan dari masing-masing Unit Kerja 



	c. Biaya Layanan
	:
	Tanpa dipungut biaya / gratis



	d. Penyelesaian
	:
	1 (satu) minggu diproses di Badan Kepegawaian Daerah, dikirim ke Sekda / Bupati untuk mendapat Keputusan.


	e. Hasil Layanan
	:
	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan



	f. Prosedur
	:
	1. Blangko telah disediakan di Badan Kepegawaian Daerah;
2. DP-3 untuk semua Kepala Satuan Unit Kerja ditangani langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan


Pembuatan DP-3 untuk Pejabat eselon IV di Kecamatan dan Tenaga Fungsional Non Guru / Kesehatan ditangani oleh Unit Kerja masing-masing, sedangkan untuk penandatanganan atasan Pejabat Penilai diajukan melalui Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
PENUTUP

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unit pelayanan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan terhadap aparat pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal pengurusan kepegawaian untuk menuju terwujudnya pegawai yang sejahtera.

Dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan aparat pemerintah yang optimal, utamanya aparatur yang membutuhkan pelayanan, akan mendapatkan pelayanan tanpa terbebani biaya (tidak dipungut biaya). Kesejahteraan yang diterima oleh aparat pemerintah, diharapkan akan mewujudkan kinerja aparatur yang lebih optimal.


Semoga tersusunnya buku Standar Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun bisa menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun

Kami tetap membuka diri kepada semua pihak untuk tetap memberikan masukan yang konstruktif demi sempurnanya buku panduan ini dan optimalnya pelayanan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun.
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Jl. Alun-Alun Utara Nomor 4 Madiun Telp. 451235

Email : www.bkd@madiunkab.go.id.

MADIUN 63121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR :  800/        /402.203/2012          

TENTANG

MOTTO DAN JANJI PELAYANAN 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KABUPATEN MADIUN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka ketepatan pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk menetapkan Motto dan Janji Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun



b.
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud    pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun 

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN TENTANG MOTTO DAN JANJI PELAYANAN PADA  BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN
Pasal 1

Motto pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun adalah Pelayanan Kami yang Simpati (Senyum, Ramah, Cepat, Tepat dan Ikhlas) merupakan kesejahteraan bagi pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pasal 2

(1) Dalam memberikan pelayanan akan diusahakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;

(2) Apabila dalam memberikan pelayanan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan akan diselesaikan dengan musyawarah.

Pasal 3

(1) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan  di
 MADIUN

pada  tanggal



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATI MADIUN

SLAMET RIJADI, S.Sos,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19570305 197807 1 002
LAMPIRAN 2
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Jl. Alun-Alun Utara Nomor 4 Madiun Telp. 451235

Email : www.bkd@madiunkab.go.id.

MADIUN 63121


KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN

NOMOR :  800/         /402.203/2012          

TENTANG

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN 
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas layanan informasi dan pengaduan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun yang akan menjadi pusat layanan informasi  dan melayani pengaduan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun.



b.
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud    pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun. 
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN TENTANG PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MADIUN
Pasal 1

Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan layanan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan  ditetapkan sebagai berikut :
	NO
	JENIS LAYANAN
	PETUGAS LAYANAN DAN PENGADUAN

	1.
	Tunjangan Keluarga
	1.
Sekretaris 

2.
Subbag Umum

	2.
	Laporan Perkawinan
	

	3.
	Ijin Cuti
	

	4.
	Kartu Pegawai
	1.
Sekretaris 

2.
Subbag Prolap

	5.
	Kartu Istri / Suami
	

	6.
	Taspen
	

	7.
	Taperum-PNS
	

	8.
	Ijin Perceraian
	1.
Kabid Pembinaan, Data dan Pemberhentian
2.
Subbid Pembinaan dan Pemberhentian

	9.

10
	Kenaikan Pangkat

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
	1.
Kabid Mutasi Pegawai
2.
Subbid Mutasi, Kepangkatan dan Perpindahan

	11
	Pengusulan PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional dan Struktural
	1.
Kabid Mutasi Pegawai

2.
Subbid Mutasi Jabatan

	12.

13.
	Ujian Dinas
Ijin dan Tugas Belajar
	1. Kabid Pengembangan

2. Subbid Pendidikan dan Pelatihan 

	14.
	Daftar Urut Kepangkatan
	1.
Kabid Pembinaan, Data dan Pemberhentian

2.
Subbida Data



	15.
	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
	


Pasal 2

(3) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

(4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan  di
 MADIUN

pada  tanggal



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATI MADIUN

SLAMET RIJADI, S.Sos,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19570305 197807 1 002
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